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3. Undang-Undang Nomor 23 Ta
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WALI KOTA BAUBAL

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG Al

BELANJA DAERAH

Dalam peraturan daerah ini yang

1. Daerah adalah Kota Baubai;

2. Pemerintah Daerah adalah
pemerintah daerah dan d¢g
otonomi dan tugas pembar
dan system dan prinsip Neg
dimaksud dalam Undang-uj
1945;

3. Anggaran Pendapatan dan E

adalah rencana keuangan tahunan daerah y-'-nJ

Daerah;

4. Pendapatan Daerah adalad
penambah nilai kekayaan
bersangkutan;
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2024 (Berita Ne
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NGGARAN PENDAPATAN DAN
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urusan pemerintahan oleh

wan perwakilan
ntuan dengan pr
ara Kesatuan Rej
hdang Dasar Negi

selanja Daerah ya

rakyat daerah menurut asas
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|
ng selanjutnya disingkat APBD
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5. Pembiayaan adalah seluruh
perencanaan maupun penge
Kembali.

Anggaran Pendapatan dan Belan;
Rp.998.640.205.327 (Sembilan r
empat puluh juta dua ratus lima
atas pendapatan daerah, belanj

Anggaran Pendapatan Daerah
Rp.950.640.205.327,-(Sembilan
dua ratus lima ribu tiga ratus dua

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;dan
c. Lain-lain pendapatan daerah ya

(1) Pendapatan asli daerah
direncanakan sebesar Rp.12

empat ratus sepuluh juta tiga pu
a.Pajak daerah;

b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaanc
d.Lain-lain pendapatan asli dg

(2) Pajak daerah sebagaimana dim

arlbaerah, dan pembis

| transaksi keuas

Pasal 2

ia Daerah (APBD)
atus sembilan pu

luaran yang perjjt

igan pemerintah daerah hak

A

1 dibayar atau akan diterima

Tahun Anggaran 2024 sebesar
th delapan milyar enam ratus

u tiga ratus dud |

Pasal 3

Tahun Anggara
lima pulih mi
luh tujuh rupiahy),

i

ing sah.

Pasal 4

sebagaimana dim

luh tiga ribu dua ra

laerah yang dipisa]
ierah yvang sah.

laksud pada ayat (i]L

Rp.45.052.009.996,- {Empat

Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah);-
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud padal

sebesar Rp.10.503.619.000,0
sembilan belas ribu rupiah);
(4)
pada ayat (1) huruf ¢ direnc
lima ratus sebelas juta delapar

tujuh rupiahj.
(5) Lain-lain pendapatan asli daer

huruf ¢ direncanakan sebesaij Rp.60.342.556 .4

empat puluh dua juta lima ra
sembilan rupiah).

luh lima milyar i
J

{Sepuluh milyar

akan sebesar Rp
L ratus empat pulu

)
B

ah yang sah seba

puluh tujuh rupiah ), yang terdiri
iyaan daerah.

. 2024 direncanakan sebesar

yar enam ratus empat puluh juta
yang bersumber dari:

aksud dalam Pasal 3 huruf a
4.410.033.202,-(S¢ratus dua puluh empat milyar

1s dua rupiah), yang terdiri atas:

tllkan;dan

) huruf a direncanakan sebesar

na puluh dua juta Sembilan ribu

ayat (1) huruf b direncanakan

ima ratus tiga juta enam ratus

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipigahkan sebagaimana dimaksud

8.511.847.727,-( Delapan milyar
tujuh ribu tujuh ratus dua puluh

lus lima puluh en

imana dimaksud pada ayat (1)

9,-(enam puluh milyar tiga ratus
m ribu empat ratus tujuh puluh



ratus tujuh puluh juta lima ra
empat rupiah ), yang terdiri a
a.Pendapatan transfer pemeri
b.Pendapatan transfer antar d

(2)

Pendapatan transfer pemerin

huruf a direncanakan sebesar Rp.764.466.987

empat milyar empat ratus end
tujuh ribu delapan ratus lima p

Pendapatan transfer antar dag
direncanakan sebesar Rp.45.
ratus tiga juta lima ratus semb;
tujuh rupiah).

(3)

(1) Lain-lain pendapatan daerah
huruf b direncanakan sebesas
ratus lima puluh Sembilan jutq
tujuh puluh satu rupiah)j, yang
a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat;dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ket

undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimn
direncanakan atau Nol Rupial

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ays

atau Nol Rupiah;
(4) Lain-lain pendapatan sesuali ¢
sebagaimana dimaksud pal
Rp. 15.959.584.471, (Lima be|
lima ratus delapan puluh empq

Anggaran Dbelanja daerah ta
Rp. 967.734.404.081,- (Sembilan i
empat juta empat ratus empat riby

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga;dan
d. Belanja transfer.

dalam' Pasal 3 huruf b

clapan ratus sepuluh milyar dua

tah pusat sebaga

iuh ribu enam ratus ima puluh

nana dimaksud pada ayat (1)

m puluh enam ju
uluh tujuh rupiahy;

rah sebagaimanals
303.599.797,- (Er

lan puluh sembila

- 4

Pasal 6

s

857,~ (Twjuh ratus enam puluh
lla_ sembilan ratus delapan puluh

jimaksud pada ayat (1) huruf b
pat puluh lima milyar delapan
 ribu tujuh ratus sembilan puluh

yang sah sebagai
- Rp.15.959.584.
 lima ratus delap
terdiri atas:

mana dimaksud dalam Pasal 3

1,( Lima belas milyar Sembilan
n puluh empat ribu empat ratus

-

1ana dimaksud
15

I

f

lengan ketentuan
da ayat (1) ht
las milyar Sembil
it ribu empat ratus

Pasal 7

hun anggaran

atus enam puluh i
X

wuf c

htuan peraturan perundang-

vada ayat (1) huruf a tidak

(1) huruf b tidak direncanakan .

peraturan perundang-undangan
direncanakan sebesar
n ratus lima puluh Sembilan juta
tujuh puluh satu rupiah)

2024 direncanakan sebesar
viuh milyar tujuh ratus tiga puluh

 delapan puluh sa

u rupiah), yang terdiri atas:




(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(1)

Anggaran belanja operasional
direncanakan sebesar Rp. 7

Pasal 8

sebagaimana dix

ksud dalam Pasal 7 huruf a

09.493.703.841,0

),-(Tujuh ratus Sembilan puluh

sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu delapan

ratus empat puluh satu rupiahj,
a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

¢. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah;dan

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada

sebesar Rp. 486.200.397.482
Jjuta tiga ratus sembilan puluh

yang terdiri atas:

ayat (1) huruf a direncanakan
(Empat ratus delapan puluh enam milyar dua ratus

.

fujuh ribu lempat ratus delapan puluh dua rupiahj;

Belanja barang dan jasa sgbagaimana dimaksud pada ayat (1 )huruf b

direncanakan sebesar Rp. 274

delapan ratus lima belas juta $embilan ratus du

empat puluh lima rupiah);

Belanja bunga sebagaimana

sebesar Rp.1.710.679.296.-(Satu milyar tujuh ra

puluh sembilan ribu dua ratus

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ay

atau nol rupiah;

Belanja hibah sebagaimand dimaksud pada

sebesar Rp. 35.719.690.618,-

Jjuta enam ratus sembilan pulup ribu enam ratus

.815.928.445 (Dulu ratus tujuh puluh empat milyar
puluh delapan ribu empat ratus

dimaksud pada |ayat (1) huruf ¢ direncanakan
1s sepuluh juta enam ratus tujuh

sembilan puluh enam rupiah);

t (1) huruf d tidak direncanakan

an

£

ayvat (1 )huruf e direncanakan
(Tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan belas
delapan belas rupiah);

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp.1.0
delapan ribu rupiah).

Anggaran belanja modal se]
direncanakan sebesar Rp. 1
sembilan ratus enam puluh satu
yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah.
b. Belanja modal peralatan da
¢. Belanja modal bangunan da
d. Belanja modal jalan, jaringg
e. Belanja modal aset tetap lai
1. Belanja modal aset tidak be:

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pad

sebesar Rp. 1.061.848.000,- {
empat puluh delapan ribu rupig

17.008.000,- (Safy milyar empat puluh tujuh juta

Pasal 9

pagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
51.961.780.013,,-(Seratus lima puluh satu milyar
futa tujuh ratus del@gpan puluh ribu tiga belas rupiah),

n mesin.

n gedung.

n, dan irigasi;
nnya;dan
rwujud; |
%l ayat (1) huruf a direncanakan

Satu milyar enam|puluh satu juta delapan ratus

1h);




K

(3)

(4)

(5}

©)

(7)

Belanja modal peralatan dan 1
b direncanakan sebesar Rp. 2
tujuh puluh empat juta tiga beld

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimar

c direncanakan sebesar Rp. 58
delapan puluh dua juta seratus

Belanja modal jalan, jaringan,
huruf d direncanakan sebesar
tujuh ratus tujuh puluh sembil
ratus sepuluh rupiah);

Belanja modal aset tetap laini
direncanakan sebesar Rp. 2
sembilan juta seratus enam pu

Belanja modal aset lainnya
direncanakan sebesar Rp. 425,

Anggaran belanja tidak terduga

direncanakan sebesar Rp. 16.27;

puluh delapan juta sembilan ratus d;
terdiri atas Belanja Tidak Terduga..

nesin sebagaiman
1.374.013.472,-(L
s ribu empat ratu

182.162.031,- (Lis
» enam puluh dua

dan irigasi sebaga

dimaksu!d pada ayat (1) huruf
a puluh satu milyar tiga ratus
tujuh puluh dua rupiah);

a dimaksud pada ayat (1) huruf
7 :a puluh delapan milyar seratus
ibu tiga puluh satu rupiah);

mana dimaksud pada ayat (1)

Rp. 68.779.595.4
nn juta lima ratus

1ya sebagaimana

luh satu ribu sera

sebagaimana di

Pasal 10

sebagaimana di
3.920.227,00,-(En.
a puluh ribu dua n

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaks

direncanakan atau nol rupiah
a.Belanja bagi hasil;dan

b.Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagain

(3)

Anggaran

direncanakan atau nol rupiah

Belanja bantuan keuangan se
direncanakan atau nol rupiah

pembiayaan daerah

Rp.48.000.000.000,-(Empat puluh

a.
b.

Penerimaan pembiayaan;dan

Pengeluaran pembiayaan.

(1) Anggaran penerimaan pembiay

a direncanakan sebesar Rp.48
yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan angg
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan d

d. Penerimaan pinjaman daers

yang terdiri atas:

hana dimaksud

Pasal 12

delapan milyar

Pasal 13

raan sebagaimana
.000.000.000,-(En

aran tahun angga

bagaimana dimak:

tahun anggaran

{b,- (Enam puluh delapan milyar
sembilan puluh lima ribu empat

1

'}fmaksud pada ayat (1) huruf e

.139.161.100,- [ﬁya milyar seratus tiga puluh

is rupiah);
naksud pada ayat (1) huruf f

000.000, (Empat riitus dua puluh lima juta rupiah).

i
dksud dalam Pasal 7 huruf ¢
am belas milyar dua ratus tujuh

tus dua puluh tujuh rupiah), yang

|
wd dalam Pasal 7 huruf d tidak

]éada ayat (1) huruf a tidak

siud pada ayat (1) huruf b tidak
!
1 2024 direncanakan sebesar
-nj:zh ), yang terdiri atas:

riimaksud dalam Pasal 12 huruf
q!)at puluh delapan milyar rupiah),

o)

ran sebelumnya;

Lh;

perah yang dipisal

an;




e. Penerimaan kembali pembes

f. Penerimaan pembiayaan
perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan angg:
dimaksud pada ayat (1) hur
(Empat puluh delapan milyar ri

(3) Pencairan dana cadangan sehagaimana dimaks

direncanakan atau nol rupiah

ian pinjaman dae

lainnya sesuai

hran tahun angg

lah;dan

|
lengan ketentuan peraturan

ran sebelumnya sebagaimana

nf a direncanak

I

ipiah);

1 sebesar Rp.48.000.000.000,-

1d pada ayat (1) huruf b tidak

(4) Hasil penjualan kekayaan dae;
ayat (1) huruf ¢ tidak direnc

{5) Penerimaan pinjaman daerah
direncanakan atau nol rupiah

(6) Penerimaan kembali pemberie
ayat (1) huruf e tidak direncan

(7) Penerimaan pembiayaan lainn
undangan sebagaimana dimak
nol rupiah.

Anggaran pengeluaran pemt
huruf b direncanakan sebesal
ratus lima juta delapan ratus s
terdiri atas:

(1)

a. Pernbentukan dana cadang:
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok U
d. Pemberian pinjaman daeral,
e. Pengeluaran pembiayaan
perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan

direncanakan atau nol rupiah

{3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaks

direncanakan atau nol rupiah

(4) Pembayaran cicilan pokok uta

ilsebagaimana dim

rah yang dipisahk:
akan atau nol rug

ebagaimana dima

h sebagaimana dimaksud pada

nah;

ksud pada ayat (1) hurufd tidak

lakan atau nol ru

sud pada ayat (1)

Pasal 14

iayaan sebagairmr

n pinjaman daeral

va sesual dengan k
j

h sebagaimana dimaksud pada
jah;

ctentuan peraturan perundang-
wuruf f tidak direncanakan atau

hna dimaksud dalam Pasal 12

r Rp.30.905.801.2
atu ribu dua ratus

111,

16,-(Tiga puluh milyar Sembilan
empat puluh enam rupiah), yang

tang vang jatuh t

Impo;

;dan

lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan

ksud pada ayat (1) huruf a tidak

?

1

ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 30.

Sembilan ratus lima juta delapa

{5) Pemberian pinjaman daerah
direncanakan atau nol rupiah

(6) Pengeluaran pembiayaan lainr

undangan sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

nol rupiah.

rn ratus satu ribu dt

nd pada ayat( 1} huruf b tidak

05.801.246,- (Tiga puluh milyar

ng yang jatuh ter%rpo sebagaimana dimaksud pada

ebagaimana dima

rya sesuai dengan

ratus empat puluh enam rupiah);

ksud pada ayat (1) huruf d tidak

Ketentuan peraturan perundang-

huruf e tidak direncanakan atau




(1)

(2)

(2)

(3}

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah d
mengakibatkan terjadinya SI:JpIus/ {defisit) sebe
belas milyar Sembilan puluh e

Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima pulu

Pasal 16
Kriteria Belanja Tidak Terduga dalam keadaar

ngan anggaran belanja daerah
ar (Rp.17.094.198.754,)-(Tujuh

mbilan puluh delapan ribu seratus

empat rupiah).

erimaan pembiayaan terhadap
p.17.094.198.754,-( Tujuh belas
lan puluh delapan rnibu seratus

empat rupiah).

- darurat termasuk keperluan

mendesak, ditetapkan deng

+

peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah

dapat melakukan pengeluar

yang belum ti

rsedia anggarannya dan/atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang

selanjutnya dimasukan dalam anggaran penday;

vatan dan belanja daerah Kota

Lh

Baubau tahun anggaran 2024t

Kriteria keadaan darurat sebmgajmana dimaksu

Bencana alam,bencana ngn-alam, bencana)
bhiasa;

a.

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolong:

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat m

publik; |
Pengeluaran untuk mendanai keadaan
anggarannya, diformulasikan terlebih daht
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, L
luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tangga;l)
dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesu
perundang-undangan.

(]
1

Kriteria keperluan mendesak segbagaimana dimaks

pada ayat (1) meliputi:
sosial dan/atau kejadian luar

an;,dan/atau
engganggu kegiatan pelayanan

arurat yang belum tersedia
lu dalam RKA SKPD, kecuali
onflik sosial dan/atau kejadian
darurat bencana, konflik sosial
ai dengan ketentuan peraturan

sud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelay |

anggarannya belum tersedid

b. Belanja daerah yang bersifaf mengikat dan bel

an dasar masyarakat yang

dalam tahun anggaran berjalan;

nja yang bersifat wajib yaitu :

1. Belanja daerah yang
dibutuhkan secara terus
daerah dengan jumlah yang cukup untu
tahun anggaran berkendan seperti : bel
kekurangan gaji dan tunjangan;dan

bersifat mengikz

Belanja daerah yang bersifat wajib merup

menerus dan haru

it merupakan belanja yang
s dialokasikan oleh pemerintah
keperluan setiap bulan dalam
ja pegawai untuk pembayaran

kan belanja untuk terjaminnya

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelalyanan dasar masyarakat antara

lain '

: pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak

ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinja

1an, bunga pinjaman yang telah

jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesudi dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;




Uraian lebih lanjut Anggaran
dimaksud dalam Pasal 2, tercanty

¢, Pengeluaran daerah yang by
dapat diprediksikan sebe
undangan;dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainn
kerugian yang lebih besar b

rada diluar kend:
serta

ali Pemerintah Daerah dan tidak

lumnya,

Pasal 17
Pendapatan dan

yva yang apabila
agi Peme_rintah Da¢rah dan/atau masyarakat.

nanat peraturan perundang-

.ditunda akan menimbulkan

Belanja Daerah sebagaimana

m dalam Lampir

1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Baubau injjterdiri dari:

1.

10.
11,
12.

13.

14.

15.

Lampiran I : Ringkasan
jenis penda
Lampiran II  : Ringkasan
pemerintal
Lampiran [II : Rincian Al

Lampiran IV

Lampiran V. : Rekapitulasi belanja daera
keterpaduan urusan pemeri.t
rangka pengelolaan keuanga

Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pt

Lampiran VII : Smmkronisasi Program pada
APBD;

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegi:
RKPD dan PPAS dengan Ran

Lampiran [X : Sinkronisasi Program Priori
Prioritas Daerah;

Lampiran X : Daftar Junmlah Pegawai Per G

Lampiran X1 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII : Daftar Pen
Lainnya;

Lampiran XIiI : Daftar Per
Daerah dan Aset Lain-lain;

Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun

Lampiran XV

- Rekapitula;

organisasi,

pendapatan, belanja dan pem

organisasi

besaran keluaran;

belum dise

anggaran yang direncanakan

: Daftar Dana Cadangan;dan

APBD yang diklas
\patan, belanja d :

APBD yang d!i

PBD menurut ur
program, kegiatan

51 belanja menuruf]
program, kegiatan

an daerah dan org

fikasi menurut kelompok dan
pembiayaan;

menurut urusan

usan pemerintahan daerah,
L sub kegiatan, kelompok, jenis
biayaan;

:urusan pemerintahan daerah,
beserta hasil dan sub kegiatan

h untuk keselarasan dan
tah daerah dan fungsi dalam
. negara;

:menuhan SPM;

RPJMD dengan Rancangan

tan dan Sub Kegiatan pada
angan APBD;

lesaikan dan diar

as Nasional dengan Program

blongan dan Per Jabatan;

iyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah

iraan Penambahai dan Pengurangan Aset Tetap

Anggaran Sebelumnya yang
goarkan kembali dalam tahun




16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Penjabaran Anggaran Pendapatap Belanja Daerah

sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD ditetapkan depigan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diindangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,/memerintahkan pgngundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 29 Desember 202L3

Ditetapkan di Baubau

Kota Baubau.

SAUBAU,

PARAF KOORDINAS! ® |
NG. | INSTANSIUNT KERJA | PARAF ‘|1
1] | SEDA :
'3 5@4‘ B )
i . koM ‘

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 |

NOMOR REGISTER PERATURAN| DAERAH KOTA [
TENGGARA NOMOR: (5/ 78 /2023).
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KOTA BAU BAU

|

iLampiran I:

Peraturan Daerah
Nomor : § Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAI\:.I JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024
KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASLI| DAERAH (PAD) 124.410.033.202,00
4.1.01 Pajak Daerah 45.052.009.886,00
4.1.02 Retribust Daerah 10.503.619.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang: Dipisahkan 8.511.847.727,00
41.04 Lain-lain PAD yang Sah 60.342.556.478,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 810.270.587.654,00
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 764.466.987.857,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 45.803.559.757,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.959.584.471,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Un :{;angan 15.852.584.471,00
Jumlah Pendapatan : 950.640.205.327,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 799.493.703.841,00
5.1.01 Belanja Pegawal 486,200.397.482,00
5.1.02 Befanja Barang dan Jasa 274.815.928.445,00
5.1.03 Belanja Bunga 1.710.679.296,00
5.1.05 Belanja Hibah 35.719.680.618,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial I 1.047.008.C00,00
52 BELANJA MODAL 151.961.780.013,00
5201 Belanja Modal Tanzh 1.061.848.000,00
§.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.374.013.472,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.182.162.031,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan trigasi 68.779.595.410,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.139.161.100,00
5208 Belanja Modal Aset Lainnya 425.000.000,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.278.920.227,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 16.278.920.227,00
Jumlah Belanja 967.734.404.081,00
Total Surptus/(Defisit) | 17.094.188.754,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH

Halaman 1




KODE URALAN . JUMLAH (Rp)
1 2 I 3

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 48.000.000.000,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebeslumnya 48.000.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.905.801.246,00
5.2.03 Pembayaran Cicitan Pokek Utang yang Jatuh Tempo 30.905.801.246,00

Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 3 30.905.801.246,00

Pembiayaan Nefto _ 17.094.198,754,00
6.3 Stsa Lebih Pembiayaan Anggaran Daeral Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

'PARAF KOORDINASI
NO. | INSTANSUUNIT KERJA | PARAE L
Pr. ¢eeDA il
2. | Asien 1L
LS lc}\'w Hvikum
5. | abiD ANGEROA|

1

Ea Bau, 29 Desember 2023

i f MUH. RASMAN MANAFI
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